
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara. Sebagai salah satu sektor vital bagi penerimaan pajak

Indonesia, pemerintah terus menetapkan target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Apabila target dari penerimaan pajak tidak terealisasi, maka dapat menambah beban

bagi pemerintah untuk tahun berikutnya. Dimana pendapatan perpajakan memberikan

kontribusi yang sangat signifikan bagi penerimaan negara yaitu sekitar 77% dari total

penerimaan negara.1

Undang-Undang Nomor No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, Pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam

Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan juga sudah dijelaskan, walaupun pajak

merupakan kontribusi wajib seluruh warga negara, namun hal itu hanya berlaku untuk

yang memenuhi syarat subjektif dan objektif.2

Persyaratan Subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan

mengenai subjek pajak yaitu Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu

2Indonesia,Undang-Undang Nomor No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,Pasal 2 ayat 1.

1Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Tahun 2002, Hal. 7.



kesatuan, Badan dan Bentuk usaha tetap3, sedangkan Persyaratan objektif

adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan

atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Perpajakan.4

Penghasilan sebagai objek pajak, pada umumnya dihitung untuk suatu periode

tertentu. Dalam Undang-undang PPh yang berlaku di Indonesia, pajak dikenakan atas

penghasilan yang dihitung untuk satu tahun fiscal atau tahun takwim. Setiap Akhir

periode atau akhir tahun setiap subyek pajak harus melaporkan perhitungan pajaknya,

berapa obyek, berapa pajaknya sesuai dengan Undang-undang PPh, berapa yang sudah

di cicil dan berapa yang sudah dipotong dan dipungut, sehingga diketahui berapa sisa

hutang pajak untuk tahun tersebut.

Penerapannya dalam Pajak Penghasilan (PPh), untuk transaksi tertentu pihak

yang membayarkan imbalan jasa diwajibkan memotong pajak penghasilan dari jumlah

imbalan jasa yang diterima atau dengan cara pihak tertentu diwajibkan memungut

pajak. Memotong dan memungut merupakan istilah yang berbeda. Memotong pajak

artinya memotong dari bagian nilai transaksi, sedangkan memungut pajak bukan

mengambil dari bagian nilai transaksi tapi dari jumlah nilai transaksi ditambahkan

berapa pajak yang harus di pungut, sebagai contoh impor barang ditambahkan

pemungutan pajak yaitu PPh Pasal 22 disamping bea masuk.

Indonesia menganut sistem perpajakan yang berbeda dengan negara luar yaitu

self assessment. Yang artinya adalah mereka yang dikenakan wajib pajak diberikan

kepercayaan untuk menyetor, menghitung serta melaporkan kewajiban perpajakannya.

Pemberlakuan self assessment menjadi corak dan khas dari sistem pemungutan pajak di

4Indonesia.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4

3 Indonesia.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2



Indonesia. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6

Tahun 1983, yang telah disempurnakan pada Undang-Undang No. 16 Tahun

2009. Selain itu sistem pembayaran pajak di Indonesia dengan wajib pajak membayar

pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.5 Artinya,

sistem ini cenderung menitikberatkan peran aktif wajib pajak dalam pemungutan

pajaknya. Sementara itu, Salah satu fungsi fiskus yang terkait dengan hal ini adalah

menjamin bahwa pajak yang telah dihitung, diperhitungkan, dan dilaporkan oleh Wajib

Pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu menerbitkan ketetapan

pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebagai hasil dari proses pemeriksaan pajak.

Ketetapan pajak yang diterbitkan inilah diharapkan dapat disetujui dan dibayar oleh

wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

Pada kenyataannya, tidak setiap ketetapan pajak disetujui oleh wajib pajak. Hal

ini dapat terjadi karena perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan atas

jumlah pajak terutang antara fiskus (pemeriksa) dan wajib pajak. Apabila sampai

dengan selesainya proses pemeriksaan belum ada kata sepakat antara kedua belah

pihak, maka ketetapan pajak tersebut tetap akan diterbitkan oleh pemeriksa sebagai

fiskus sesuai dengan perhitungannya. Untuk itu, Wajib pajak yang tidak setuju terhadap

ketetapan pajak yang diterbitkan fiskus bisa mengajukan keberatan yang ditujukan

kepada Direktur Jenderal Pajak.6

Proses keberatan merupakan proses yang ditempuh wajib pajak apabila ia

merasa tidak puas terhadap hasil ketetapan pajak yang diterbitkan fiskus dalam

pemeriksaan. Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya harus memberikan

6Indonesia,Undang-Undang Nomor No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,Pasal 25 dan 26.

5Indonesia,Undang-Undang Nomor No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,Pasal 12 ayat (1).



keputusan terhadap keberatan selama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diajukan

oleh Wajib Pajak.7 Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keputusan, maka

seluruh keberatan Wajib Pajak dianggap diterima.8 Dalam proses keberatan ini, fiskus

mempertimbangkan faktor-faktor formal dan substansial sebelum mengeluarkan

ketetapan atas keberatan wajib pajak.

Apabila setelah terbit keputusan keberatan atas wajib pajak tersebut, wajib

pajak belum juga merasa puas maka proses selanjutnya yang dapat ditempuh adalah

proses Banding ke Pengadilan Pajak.9 Banding atas sengketa pajak merupakan salah

satu hak wajib pajak yang dijamin oleh undang-undang pajak yang berlaku. Pengadilan

Pajak merupakan badan peradilan pajak yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi

wajib pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak dengan berpedoman pada

Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Untuk mengajukan banding, Wajib Pajak sebagai Pemohon Banding

mengajukan permohonan banding paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan

Keberatan diterima dandilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan

tersebut.10 Atas Permohonan Banding tersebut, Pengadilan Pajak mengeluarkan

putusan yang berkekuatan hukum tetap. Atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, baik

Wajib Pajak maupun Fiskus masih dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada

Mahkamah Agung apabila tidak setuju. Seandainya atas putusan Pengadilan Pajak

sudah tidak ada sengketa lagi, bila Wajib Pajak ditolak atau diterima sebagian

10Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,
Pasal 27.

9Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal
27.

8Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan, Pasal 17 ayat 5

7Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan, Pasal 17 ayat 1



bandingnya, maka Wajib Pajak harus melunasi utang pajak sesuai dengan putusan

tersebut.

Salah satul contoh yang melnarik pelrhatian pelnelliti adalah pelrmasalahan

telrkait pelnyellelsaian selngkelta pajak PPh pada PT. Alamraya Kelncana Mas dalam

korelksi dasar pelmulngultan pajak PPh 21 atas BPJS Helalth Company, Transport

Allowancel, Meldical Allowancel-Inpatielnt, BPJS Helalth Company. Contoh kasuls ini

tidak dapat melmbelrikan keladilan bagi wajib pajak selhingga dibultulhkan langkah

konkrelt dalam pelnyellelsaian pelrkara-pelrkara telrkait delngan pajak PPh ulntulk

melnjamin prinsip kelpastian, keladilan dan kelmanfaatan ulntulk selmula wajib pajak.

Pokok pelrmasalahan telrselbult selring mulncull dalam prosels kelbelratan dan

banding adalah melngelnai korelksi ”dasar pelngelnaan pajak PPh 21”. Dalam prosels

kelbelratan, pelnellaah kelbelratan sellalul melnggulnakan dasar yang sama delngan

pelmelriksa dalam hal melmpelrtahankan korelksi. Namuln dalam pultulsan banding di

pelngadilan pajak, majellis hakim hampir sellalul melmelnangkan wajib pajak selbagai

pelmohon banding atas pelrmasalahan ini delngan belrbagai alasan. Telntulnya hal ini

sangat melmbelratkan Direlktorat Jelndelral Pajak yang haruls melngelmbalikan pokok

pajak yang tellah diseltor keltika melngajulkan banding belselrta imbalan bulnganya

kelpada wajib pajak. Apabila hal ini telruls belrlarult-larult maka dapat melngulrangi

pelnelrimaan pajak selcara signifikan yang tellah dikulmpullkan olelh DJP delngan sulsah

payah hanya karelna ulntulk melmbayar imbalan bulnga kelpada wajib pajak selbagai

Pelmohon Banding.

Selhulbulngan delngan latar bellakang diatas, dalam pelnyulsulnan karya ilimiah ini

pelnullis ingin mellakulkan pelnellitian lelbih lanjult delngan foculs pada analisa kasuls

selngkelta pajak PPh 21 delngan juldull: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP

PENYELESAIAN SENGKETA Pajak PPh PADA PT ALAMKARYA KENCANA



MAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-000767.10/2022/PP/M.II

Tahun 2023)”

B. Rumusan Masalah

Belrdasarkan topik telntang “Pelnyellelsaian Selngkelta PPh Pada PT Alamkarya

Kelncana Mas stuldi kasuls pada Pultulsan Pelngadilan Pajak No.

PUlT-000767.16/2022/PP/M.II Tahuln 2023”, belbelrapa hal yang pelrlul diulngkap dalam

pelnellitian ini selbagai belrikult:

1. Bagaimana pelnyelbab timbullnya pelrbeldaan pelndapat antara Wajib Pajak delngan

fiskuls?

2. Bagaimana pelrtimbangan hulkulm hakim dalam melmultulskan pelrkara Selngkelta

PPh pada Pultulsan Pelngadilan Pajak No. Pult-000767.10/2022/PP/M.II Tahuln

2023?

3. Bagaimana Pelnyellelsaian Selngkelta Pajak PPH ulntulk melwuljuldkan keladilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Ulntulk melngeltahuli dan melnganalisis pelnyelbab timbullnya pelrbeldaan pelndapat

antara wajib pajak dan fiskuls.

2. Ulntulk melngeltahuli dan melnganalisis pelrtimbangan hulkulm hakim dalam

melmultulskan pelrkara Selngkelta PPh pada Pultulsan Pelngadilan Pajak No.

Pult-000767.10/2022/PP/M.II Tahuln 2023

3. Ulntulk melngeltahuli dan melnganalisis Pelnyellelsaian Selngkelta Pajak PPH ulntulk

melwuljuldkan keladilan.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teloritis

Pelnellitian ini diharapkan dapat melnambah wawasan bagi para akadelmisi di



bidang hulkulm yang melndalami hulkulm bisnis delngan deltail pelrpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelmelrintah

Pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan masulkan kelpada Pelmelrintah

agar pola selngkelta pajak PPh tidak telrjadi selcara belrullang-ullang dan

dapat melmbelrikan keladilan bagi selmula wajib pajak.

b. Bagi wajib pajak dan praktisi pajak

Pelnellitian ini diharapkan dapat digulnakan selbagai bahan elvalulasi bagi

wajib pajak dan praktisi pajak agar melnjadi pandulan dalam pelrhitulngan

dasar pelmulngatan pajak PPh 21.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kelrangka Telori adalah ulraian telntang tellaahan telori dan hasil pelnellitian

telrdahullul yang telrkait. Tellaahan ini bisa dalam arti melmbandingkan,

melngkontraskan ataul melleltakkan kelduldulkan masing-masing dalam masalah yang

seldang ditelliti, dan pada akhirnya melnyatakan posisi ataul pelndirian pelnelliti diselrtai

delngan alasan-alasannya. Pada Hakikatnya telori melnjellaskan sulatul felnomelna ataul

melrulpakan prosels ataul produlk aktivitas ataul melrulpakan sulatul sistelm.11

Kelrangka teloritik adalah salah satul sulbbahasan pelrtama dalam pelnyulsulnan

pelnellitian yang kelhadirannya melnjadi pelnting bagi pelnelliti Keltika melmullai analisis

telrhadap sellulrulh pelrmasalahan yang dikaji, telrmasulk dalam pelnellitian di bidang

ilmul hulkulm. Melngulraikan sulatul kelrangka teloritik dalam pelnellitian hulkulm akan

melmahami makna telori, baik dari pelrspelktif aspelk eltimologi (bahasa), aspelk

telrminologi (istilah) belselrta pelran hulbulngannya dalam pelnellitian.12

12Muhaimin,Metode Penelitian Hukum,(Mataram:UPTMataramUniversityPress,2020), hal. 13.
11Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Pers,2010,hal. 1.



Dalam hal ini pelnullis akan melnjellaskan kelrangka telori yang selsulai delngan

juldull skripsi diatas:

1. Teori Keadilan

Aristotellels dalam karyanya yang belrjuldull Eltika Nichomachela

melnjellaskan pelmikiran pelmikirannya telntang keladilan. Bagi Aristotellels,

kelultamaan, yaitul keltaatan telrhadap hulkulm (hulkulm polis pada waktul itul, telrtullis

dan tidak telrtullis) adalah keladilan. Delngan kata lain keladilan adalah kelultamaan

dan ini belrsifat ulmulm. Thelo Hulijbelrs melnjellaskan melngelnai keladilan melnulrult

Aristotellels di samping kelultamaan ulmulm, julga keladilan selbagai kelultamaan moral

khulsuls, yang belrkaitan delngan sikap manulsia dalam bidang telrtelntul, yaitul

melnelntulkan hulbulngan baik antara orang-orang, dan kelselimbangan antara dula

pihak. Ulkulran kelselimbangan ini adalah kelsamaan nulmelrik dan proporsional. Hal

ini karelna Aristotellels melmahami keladilan dalam pelngelrtian kelsamaan. Dalam

kelsamaan nulmelrik, seltiap manulsia disamakan dalam satul ulnit. Misalnya selmula

orang sama di hadapan hulkulm. Kelmuldian kelsamaan proporsional adalah

melmbelrikan kelpada seltiap orang apa yang melnjadi haknya, selsulai kelmampulan

dan prelstasinya.13

Melnulrult John Rawls, keladilan adalah fairnelss (julsticel as fairnelss).

Pelndapat John Rawls ini belrakar pada telori kontrak sosial Lockel dan Roulsselaul

selrta ajaran delontologi dari Imanulell Kant. Belbelrapa pelndapatnya melngelnai

keladilan adalah selbagai belrikult14:

1. Keladilan ini julga melrulpakan sulatul hasil dari pilihan yang adil. Ini belrasal dari

anggapan Rawls bahwa selbelnarnya manulsia dalam masyarakat itul tidak tahul

14Ibid, hal. 242.

13Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima,
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal 241.



posisinya yang asli, tidak tahul tuljulan dan relncana hidulp melrelka, dan melrelka

julga tidak tahul melrelka milik dari masyarakat apa dan dari gelnelrasi mana (velil

of ignorancel). Delngan kata lain, individul dalam masyarakat itul adalah elntitas

yang tidak jellas.

2. Keladilan selbagai fairnelss melnghasilkan keladilan proseldulral mulrni. Dalam

keladilan proseldulral mulrni tidak ada standar ulntulk melnelntulkan apa yang

diselbult “adil” telrpisah dari proseldulr itul selndiri. Keladilan tidak dilihat dari

hasilnya, mellainkan dari sistelm (ataul julga prosels) itul selndiri.

3. Dula prinsip keladilan.

Pelrtama, adalah prinsip kelbelbasan yang sama selbelsar-belsarnya (principlel

of grelatelst elqulal libelrty). Prinsip ini melncakulp:15

a. Kelbelbasan ulntulk belrpelran selrta dalam kelhidulpan politik (hak belrsulara, hak

melncalonkan diri dalam pelmilihan);

b. Kelbelbasan belrbicara (telrmasulk kelbelbasan pelrs);

c. Kelbelbasan belrkelyakinan (telrmasulk kelyakinan belragama);

d. Kelbelbasan melnjadi diri selndiri (pelrson)

e. Hak ulntulk melmpelrtahankan milik pribadi.

Keldula, prinsip keldulanya ini telrdiri dari dula bagian, yaitul prinsip

pelrbeldaan (thel diffelrelncel principlel) dan prinsip pelrsamaan yang adil atas

kelselmpatan (thel principlel of fair elqulality of opportulnity). Inti prinsip pelrtama

adalah bahwa pelrbeldaan sosial dan elkonomis haruls diatulr agar melmbelrikan

manfaat yang paling belsar bagi melrelka yang paling kulrang belrulntulng. Istilah

pelrbeldaan sosio-elkonomis dalam prinsip pelrbeldaan melnuljul pada keltidaksamaan

dalam prospelk selorang ulntulk melndapatkan ulnsulr pokok kelseljahtelraan,

15Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589 , Diakses terakhir tanggal 21
Oktober 2023.



pelndapatan, dan otoritas. Seldangkan istilah yang paling kulrang belrulntulng (paling

kulrang diulntulngkan) melnulnjulk pada melrelka yang paling kulrang melmpulnyai

pellulang ulntulk melncapai prospelk kelseljahtelraan, pelndapatan dan otoritas.

Melnulrult Thomas Hobbels keladilan ialah sulatul pelrbulatan dapat dikatakan

adil apabila tellah didasarkan pada pelrjanjian yang tellah diselpakati. Dari

pelrnyataan telrselbult dapat disimpullkan bahwa keladilan ataul rasa keladilan barul

dapat telrcapai saat adanya kelselpakatan antara dula pihak yang belrjanji. Pelrjanjian

disini diartikan dalam wuljuld yang lulas tidak hanya selbatas pelrjanjian dula pihak

yang seldang melngadakan kontrak bisnis, selwa-melnyelwa, dan lain-lain. Mellainkan

pelrjanjian disini julga pelrjanjian jatulhan pultulsan antara hakim dan telrdakwa,

pelratulran pelrulndang- ulndangan yang tidak melmihak pada satul pihak saja teltapi

saling melngeldelpankan kelpelntingan dan kelseljahtelraan pulblik.16 Keladilan pada

dasarnya adalah seltiap orang tellah melnelrima selsulai prosinganya masing-masing.

Pelnelliti telrtarik delngan telori keladilan yang dikelmbangkan olelh John

Rawls karelna selsulai delngan konselp hulkulm pajak di Indonelsia saat ini.

Belrdasarkan pelngelrtian keladilan telrselbult belrfulngsi ulntulk melnganalisis pelnyelbab

timbullnya pelrbeldaan pelndapat antara wajib pajak dan fiskuls dan melnganalisis

pelrtimbangan hulkulm hakim dalam melmultulskan pelrkara Selngkelta PPh pada

Pultulsan Pelngadilan Pajak No. Pult-000767.10/2022/PP/M.II Tahuln 2023.

2. Teori Penegakan Hukum

Pelnelgakan hulkulm melrulpakan prosels dilakulkannya ulpaya pelnelgakan

ataul belrfulngsinya norma-norma selbagai dasar pelrilakul hulkulm yang ada di

masyarakat dan nelgara. Sitelm pelnelgakan hulkulm adalah telrkait adanya

kelselrasian antara nilai-nilai dan kaidah hulkulm delngan pelrilakul nyata manulsia.17

17John Kenedi, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal El-Afkar, Vol. 03, No. 01, 2014, hal. 78.

16Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua,
Kencana, Jakarta, 2017, hal. 217-218.



Woelrjono Sastro Pranoto dan J.C.T Simorangkir belrpelndapat bahwah Hulkulm

adalah selkulmpullan pelratulran-pelratulran yang belrsifat melmaksa yang dibulat olelh

lelmbaga yang belrwelnang, yang melnelntulkan prilakul manulsia dalam lingkulngan

masyarakat, pellanggaran telrhadap pelratulran-pelratulran telrselbult akan

melnimbullkan tindakan hulkulm.18

Pelnelgakan hulkulm selbagai sulatul prosels yang pada hakikatnya melrulpakan

pelnelrapan direlksi yang melnyangkult melmbulat kelpultulsan yang tidak selcara keltat

diatulr olelh kaidah hulkulm akan teltapi melmpulnyai ulnsulrulnsulr pelnilaian pribadi

(Waynel La-Favrel). Selcara konselpsional, maka inti dan arti pelnelgakan hulkulm

telrleltak pada kelgiatan melnyelrasikan hulbulngan nilai-nilai yang telrjabarkan di

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak selbagai rangkaian pelnjabaran

nilai tahap akhir, ulntulk melnciptakan, mellahirkan dan melmpelrtahankan

keldamaian pelrgaullan hidulp.19

Melnulrult Soelrjono Soelkanto, melngatakan bahwa pelnelgakan hulkulm

adalah kelgiatan melnyelrasikan hulbulngan nilai-nilai yang telrjabarkan dalam

kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak selbagai rangkaian pelnjabaran nilai tahap

akhir. Ulntulk melnciptakan, melmellihara dan melmpelrtahankan keldamaian

pelrgaullan hidulp.20

Pelnelgakan hulkulm selndiri diarahkan ulntulk melncapai keladilan,

kelmanfaatan dan kelpastian hulkulm (selmula orang dihadapn hulkulm sama). Hal ini

diarahkan selsulai delngan prinsip hulkulm. Dalam pelnelgakan hulkulm haruls ada

kompromi antara keltiga ulnsulr telrselbult. Keltiga ulnsulr itul haruls melndapat

pelrhatian selcara proposional selimbang., teltapi dalam praktelk tidak sellalul muldah

20 Ibid, hal. 35.

19Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada,
Jakarta, 2012, hal. 5.

18Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2000, hal 21.



melngulsahakan kompromi selcara proporsional selimbang antara keltiga ulnsulr

telrselbult.

Melnulrult Moelljatno melngulraikan belrdasarkan dari pelngelrtian istilah

hulkulm pidana yang melngatakan bahwa pelnelgakan hulkulm adalah bagian dari

kelsellulrulhan hulkulm yang belrlakul disulatul Nelgara yang melngadakan ulnsulr-ulnsulr

dan atulran-atulran, yaitul

21:

a. Melnelntulkan pelrbulatan-pelrbulatan yang tidak bolelh di lakulkan delngan di selrtai

ancaman ataul sanksi belrulpa pidana telrtelntul bagi barang siapa yang mellanggar

larangan telrselbult.

b. Melnelntulkan dan dalam hal apa kelpada melrelka yang mellanggar

laranganlarangan itul dapat dikelnakan ataul dijatulhi pidana selbagaimana yang

tellah diancamkan.

c. Melnelntulkan delngan cara bagaimana pelngelnaan pidana itul dapat dilaksanakan

apabila orang yang disangkakan tellah mellanggar larangan telrselbult.

Pelnelgakan hulkulm bulkanlah selmata-mata belrarti pellaksanaan

pelrulndang-ulndangan, walaulpuln di dalam kelnyataan di Indonelsia

kelcelndelrulngannya adalah delmikian, selhingga pelngelrtian law elnforcelmelnt

belgitul popullelr. Sellain itul ada kelcelndelrulngan lain yang melngartikan pelnelgakan

hulkulm selbagai pellaksanaan kelpultulsan-kelpultulsan hakim.namuln

pelndapat-pelndapat selpelrti itul melmpulnyai kellelmahan apabila pellaksanaan

ulndang-ulndang ataul kelpultulsan hakim telrselbult malahan melngganggul keldamaian

di dalam pelrgaullan hidulp.

Tuljulan pelnelgakan hulkulm seljalan delngan tuljulan hulkulm itul selndiri,

adalah ulntulk melncapai hasil-hasil telrtelntul yang diinginkan dan tuljulan hulkulm

21Op Cit. hal 87



melrulpakan ulpaya melwuljuldkan telrcapainya keltelrtiban dan keladilan. Sulatul

keltelrtiban mulstahil akan dapat diwuljuldkan, jika hulkulm diabaikan. Kelsadaran

dan kelpatulhan masyarakat telrhadap hulkulm, tidak saja belrpelngarulh telrhadap

keltelrtiban dan keladilan, teltapi belrpelran melmbelntulk kulltulr (buldaya) hulkulm

sulatul masyarakat karelna melngatulr pelrilakul

22.

Faktor-faktor yang melmpelngarulhi pelnelgakan hulkulm adalah selbagaimana

yang diselbultkan dibawah ini23:

1. Hulkulm itul telrselndiri. Maksuld hulkulm itul selndiri selbagai faktor pelnelgakan

hulkulm adalah karelna hulkulm belrfulngsi selbagai keladilan, kelpastian dan

kelmanfaatan. Dalam praktik pelnyellelnggaraan hulkulm di lapangan ada kalanya

telrjadi pelrtelntangan antara kelpastian hulkulm dan keladilan. Kelpastian hulkulm

sifatnya konkrelt belrwuljuld nyata seldangkan keladilan belrsifat abstrak selhingga

keltika selselorang Hakim melmultulskan sulatul pelrkara selcara pelnelrapan

Ulndang-Ulndang saja maka ada kalanya nilai keladilan itul telrcapai. Maka keltika

mellihat sulatul pelrmasalahan melngelnai hulkulm seltidaknya keladilan melnjadi

prioritas ultama. Karelna hulkulm tidaklah selmata mata dilihat dari suldult hulkulm

telrtullis saja. Masih banya atulranatulran yang hidulp dalam masyarakat yang

mampul melngatulr kelhidulpan masyarakat. Jika hulkulm tuljulannya hanya selkeldar

keladilan, maka kelsullitannya karelna keladilan itul belrsifat sulbjelktif, sangat

telrgantulng pada nilai-nilai instrik sulbjelktif dari masingmasing orang.

2. Pelnelgak hulkulm. Maksuld dari pelnelgak hulkulm selbagai faktor pelnelgakan

hulkulm adalah dalam belrfulngsinya hulkulm, melntalitas ataul kelpribadian peltulgas

pelnelgak hulkulm melmainkan pelranan pelnting, kalaul pelratulran suldah baik,

teltapi kulalitas peltulgas kulrang baik, ada masalah. Olelh karelna itul, salah satul

23 Ibid, hal. 45.

22Siti sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan, Airlangga University, Surbaya, 2005, hal.
45.



kulnci kelbelrhasilan dalam pelnelgakan hulkulm delngan melngultip pelndapat

J.El.Saheltapy yang melnyatakan : “Dalam rangka pelnelgakan hulkulm dan

Impellelmelntasi pelnelgakan hulkulm bahwa pelnelgakan keladilan tanpa kelbelnaran

adalah sulatul kelbijakan. Pelnelgakan kelbelnaran tanpa keljuljulran adalah sulatul

kelmulnafikan. Dalam kelrangka pelnelgakan hulkulm olelh seltiap lelmbaga

pelnelgakan hulkulm (inklulsif manulsianya) keladilan dan kelbelnaran haruls

dinyatakan, haruls telrasa dan telrlihat, haruls diaktulalisasikan”.

3. Sarana dan Fasilitas Sarana yang ada di Indonelsia selkarang ini melmang diakuli

masih culkulp telrtinggal jika dibandingkan delngan nelgara-nelgara majul yang

melmiliki sarana lelngkap dan telknologi canggih di dalam melmbantul

melnelgakkan hulkulm. Melnulrult Soelrjono Soelkanto dan Mulstafa pelrnah

melngelmulkakan bahwa bagaimana polisi dapat belkelrja delngan baik, apabila

tidak dilelngkapi delngan kelndaraan dan alat-alat komulnikasi yang proporsional.

Olelh karelna itul, sarana ataul fasilitas melmpulnyai pelran yang sangat pelnting

dalam pelnelgakan hulkulm. Tanpa adanya sarana ata fasilitas telrselbult, tidak akan

mulngkin pelnelgak hulkulm melnyelrasikan pelranan yang selharulsnya delngan

pelranan yang aktulal.

4. Masyarakat. Masyarakat dalam hal ini melnjadi faktor yang culkulp

melmpelngarulhi julga dalam elfelktivitas hulkulm. Apabila masyarakat tidak sadar

hulkulm dan ataul tidak patulh hulkulm maka tidak ada kelelfelktifan. Kelsadaran

hulkulm melrulpakan konselpsi abstrak di 15 dalam diri manulsia, telntang

kelselrasian antara keltelrtiban dan keltelntraman yang dikelhelndaki delngan

pelnataan hulkulm, pelmbelntulkan hulkulm, dan elfelktivitas hulkulm. Kelsadaran

hulkulm melrulpakan kelsadaran ataul nilai-nilai yang diharapkan dari hulkulm.

Sellain itul pelrlul ada pelmelrataan melngelnai pelratulran-pelratulran kel sellulrulh



lapisan masyarakat, sellama ini telrkelndala faktor komulnikasi maulpuln jarak

banyak daelrah yang telrpelncil kulrang melngeltahuli akan hulkulm positif nelgara

ini. Selhingga sosialisasi dan pelnyullulhan di daelrah telrpelncil sangat di

bultulhkan, belrbelda delngan kondisi daelrah pelrkotaan yang mampul sellalul ulp

datel belrkaitan delngan isul-isul stratelgis yang masih hangat.

5. Kelbuldayaan. Kelbuldayaan melmiliki fulngsi yang sangat belsar bagi manulsia dan

masyarakat, yaitul melngatulr agar manulsia dapat melngelrti bagaimana

selharulsnya belrtindak, belrbulat dan melnelntulkan sikap kalaul melrelka

belrhulbulngan delngan orang lain. Delngan delmikian, kelbuldayaan adalah sulatul

garis pokok telntang pelrikellakulan yang melneltapkan pelratulran melngelnai apa

yang haruls dilakulkan dan apa yang dilarang agar kelhidulpan social masyarakat

dapat belrjalan damai.

2 Kerangka Konseptual

Sulatul Kelrangka konselptulal melrulpakan kelrangka yang melnggambarkan

hulbulngan antara konselp-konselp khulsuls, yang ingin ataul akan ditelliti. Sulatul konselp

bulkan melrulpakan geljala yang akan ditelliti akan teltapi melrulpakan abstraksi dari

geljala telrselbult.24 Kelrangka konselptulal yang digulnakan pelnullis akan melmbelrikan

Batasan melngelnai pelngelrtian atas belbelrapa kelrangka konselp yang digulnakan

pelnelliti adalah selbagai belrikult:

1. Konsep Penyelesaian Sengketa

Pelnyellelsaian Selngkelta adalah sulatul pelnyellelsaian pelrkara yang dilakulkan antara

salah satul pihak delngan pihak lain. Pelnyellelsaian selngkelta telrdiri dari dula cara,

yaitul mellaluli litigasi dan non litigasi.

2. Konsep Sengketa Pajak

24Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta, Universitas Indonesia , 2019), hal.132.



Selngkelta Pajak adalah selngkelta yang timbull dalam bidang pelrpajakan antara

Wajib Pajak ataul pelnanggulng Pajak delngan peljabat yang belrwelnang selbagai

akibat dikellularkannya kelpultulsan yang dapat diajulkan Banding ataul Gulgatan

kelpada Pelngadilan Pajak belrdasarkan pelratulran pelrulndang-ulndangan pelrpajakan,

telrmasulk Gulgatan atas pellaksanaan pelnagihan belrdasarkan Ulndang-ulndang

Pelnagihan Pajak delngan Sulrat Paksa.”25

3. Konsep Pajak

Pajak adalah kontribulsi wajib kelpada nelgara yang telrultang olelh orang

pribadi ataul badan yang belrsifat melmaksa belrdasarkan Ulndang-Ulndang, delngan

tidak melndapatkan imbalan selcara langsulng dan digulnakan ulntulk kelpelrlulan

nelgara bagi selbelsar-belsarnya kelmakmulran rakyat. Namuln dalam Ulndang-ulndang

Keltelntulan Ulmulm Pelrpajakan julga suldah dijellaskan, walaulpuln pajak melrulpakan

kontribulsi wajib sellulrulh warga nelgara, namuln hal itul hanya belrlakul ulntulk yang

melmelnulhi syarat sulbjelktif dan objelktif.

4. Konsep Pajak Penghasilan

Pajak pelnghasilan (PPh) melrulpakan pajak yang dibelbankan atas sulatul

pelnghasilan yang ditelrima olelh Wajib Pajak, baik yang belrasal dari Indonelsia

maulpuln dari lular nelgelri. Pelnghasilan yang dimaksuld mellipulti ulsaha, gaji, hadiah,

honorariulm, dan lain selbagainya.

5. Konsep Peradilan Pajak

Pelngadilan Pajak melrulpakan sulatul badan pelradilan yang mellaksanakan

tulgas Kelkulasaan Kelhakiman di Indonelsia bagi wajib pajak ataul pelnanggulng pajak

yang ingin melncari keladilan atas selngkelta pajak yang dialaminya.

25Indonesia. Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak., Pasal 1 angka 5.



E. Metode Penelitian

Pelnellitian melrulpakan sulatul kelgiatan ilmiah yang didasaarkan pada meltodel,

sistelmatika dan pelmikiran telrtelntul yang belrtuljulan ulntulk melmpellajari satul ataul

belbelrapa geljala hulkulm telrtelntul, delngan jalan melnganalisanya. Selhulbulngan delngan

delngan itul maka pelrlul diadakan pelmelriksaan melndalam telrhadap fakta hulkulm ulntulk

melngulsahakan sulatul pelmelcahan ataul pelrmasalahan yang timbull di dalam geljala yang

belrsangkultan.26 Meltodel pelnellitian dapat diartikan selbagai langkah-langkah ataul

proseldulr yang digulnakan ulntulk melmpelrolelh pelngeltahulan yang telpat selcara sistelmatis

dalam prosels pelnellitian ini, data yang tellah dikulmpullkan akan dianalisis dan disulsuln

seldelmikian rulpa ulntulk melmbanguln pelmahaman yang lelbih melndalam.27

1. Jenis Penelitian

Jelnis Pelnellitian ini melnggulnakan meltodel pelnellitan hulkulm normatif

melrulpakan salah satul belntulk pelnellitian hulkulm yang dilakulkan delngan cara melnelliti

bahan Pulstaka ataul data selkulndelr,28 diselbult julga pelnellitian doktrinal, dimana hulkulm

selringkali dikonselpkan selbagai apa yang telrtullis dalam pelratulran

pelrulndang-ulndangan (Law in Books) ataul dikonselpkan selbagai kaidah ataul norma

yang melrulpakan patokan pelrilakul manulsia yang dianggap pantas.29

Melnulrult peltelr Mahmuld Marzulki, pelnellitian hulkulm normatif adalah sulatul

prosels ulntulk melnelmulkan bulkan sulatul atulran hulkulm, prinsip prinsip hulkulm.

Maulpuln doktrin doktrin hulkulm gulna melnjawab isul hulkulm yang dihadapi.30

Jelnis pelnellitian yang digulnakan adalah pelnellitian hulkulm normatif. Melnulrult

Sulrjono Sulkanto dan sri mamulji, pelnellitian hulkulm normatif mellipulti invelntarisasi

30Peter Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Prenada Media Group. Jakarta, hal. 35

29Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2006), hal. 118.

28Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2013, hal. 13.

27Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 56.
26Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 200.



telrhadap Asas Asas hulkulm, sistelmatika hulkulm, pelnellitian telrhadap pelnelgakan

hulkulm baik yang belrjalan selcara opelrasional olelh institulsi maulpuln dalam hal prosels

pelnyellelsaian hulkulm ulntulk kelmuldian dilakulkan pelnellitian telrhadap Taraf

singkronisasi velrtikal dan horisontal, pelrbandingan hulkulm dan seljarah hulkulm.31

Belrdasarkan delfinisi telrselbult di atas, Maka jelnis pelnellitian yang dilakulkan

dalam pelnellitian Skripsi ini adalah pelnellitian yulridis normatif, karelna pelnellitian

melnggulnakan bahan bahan kelpulstakaan selbagai data ultama ulntulk melnganalisis

kasuls, dan pelnullis tidak mellakulkan pelnellitian lapangan. Pelnellitian ini ditelliti delngan

melnggulnakan bahan bahan pulstaka (bahan selkulndelr) ataul pelnellitian hulkulm

pelrpulstakaan yang selcara garis belsar di tuljulkan kelpada pelnellitian asas-asas hulkulm,

pelnellitian telrhadap sistelmatika hulkulm, pelnellitian telrhadap sinkronisasi hulkulm.32

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Sifat pelnellitian yulridis normatif adalah pelndelkatan dalam pelnellitian normatif

yang melmulngkinkan selorang pelnelliti ulntulk melmanfaatkan hasil-hasil telmulan ilmul

hulkulm baik elmpiris maulpuln pelnellitian hulkulm lainnya ulntulk kelpelntingan dan analisis

selrta elksplanasi hulkulm tanpa melngulbah karaktelr ilmul selbagai ilmul normatif.33

Melnggulnakan Melnggulnakan pelnellitian normatif dapat digulnakan pelndelkatan

selbagai belrikult:

1) Pelndelkatan Pelrulndang-Ulndangan (Statultel Approach), yaitul sulatul pelnellitian

normatif telntul haruls melnggulnakan pelndelkatan pelrulndang-ulndangan, karelna

yang akan ditelliti adalah belrbagai atulran hulkulm yang melnjadi fokuls selkaliguls

telma selntral sulatul pelnellitian. Bahan hulkulm ultama dalam pelnellitian selngkelta

33Ibrahim, Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu media Publishing, Jawa Timur,
2007, hal. 300.

32Ediwarman, Monograf, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi),
Medan, 2011, hal. 94.

31Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2013, hal. 14.



pajak adalah landasan bagi ulpaya pelnyellelnggaraan fulngsi nelgara, yaitul Kitab

Ulndang-Ulndang Pelrpajakan, Kitab Ulndang-Ulndang Pelngadilan Pajak, dan

Pelratulran lain yang belrkaitan delngan pelnellitian.

2) Pelndelkatan Konselptulal (Concelptulal Approach), yaitul pelnellitian telrhadap

konselp konselp hulkulm selpelrti, sulmbelr hulkulm fulngsi hulkulm, lelmbaga hulkulm,

dan selbagainya.

3) Pelndelkatan Kasuls (Casel Approach), yaitul pelndelkatan yang belrtuljulan ulntulk

melmpellajari pelnelrapan norma norma ataul kaidah hulkulm yang dilakulkan

dalam praktik hulkulm. Telrultama melngelnai kasuls kasuls yang tellah dipultuls

selbagaimana yang dapat dilihat dalam yulrispruldelnsi telrhadap pelrkara pelrkara

yang melnjadi fokuls pelnellitian. Jellas kasuls-kasuls yang tellah telrjadi belrmakna

elmpiris, namuln dalam sulatul pelnellitian normatif, kasuls telrselbult dipellajari

ulntulk melmpelrolelh gambaran telrhadap dampak dimelnsi pelnormaan dalam

sulatul atulran hulkulm dalam praktik hulkulm, selrta melnggulnakan hasil

analisisnya ulntulk bahan masulkan (inpult) dalam elksplanasi hulkulm. Dalam hal

ini kasuls kasuls yang telrkait pultulsan selngkelta pajak.

4) Pelndelkatan Filsafat (Philosophical Approach), yaitul pelndelkatan yang

melnggulnakan sifat filsafat selcara melnyellulrulh, melndasar, dan spelkullatif,

pelnjellajahan filsafat akan melngulpas isul hulkulm (Lelgal Issulels) dalam

pelnellitian normatif selcara radikal dan melngulpasnya selcara melndalam.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sulmbelr data adalah sulbyelk dari mana data yang dipelrolelh. Adapuln pelnellitian

ini pelnelliti melnggulnakan sulmbelr data selkulndelr. Sulmbelr data selkulndelr adalah



sulmbelr data pelnellitian yang dipelrolelh selcara tidak langsulng mellaluli meldia pelrantara

(dipelrolelh dan dicatat olelh pihak lain).34

Pelnellitian hulkulm melnggulnakan sulmbelr data selkulndelr yang melmiliki

kelkulatan melngikat kel dalam. Sulmbelr data dibeldakan dalam:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hulkulm yang melngikat dan bahan hulkulm yang belrsifat aultifitatif, selpelrti

Rancangan Ulndang-Ulndang, hasil pelnellitian, ataul pelndapat para hulkulm. Olelh

karelnanya pelnelliti melnggulnakan bahan hulkulm primelr dalam pelnellitian ini belrulpa

pultulsan Pelngadilan Pajak Pelngelnaan PPh21 atas BPJS Helalth Company, Transport

Allowancel, Meldical Allowancel-Inpatielnt, BPJS Helalth Company.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hulkulm primelr selbagaimana suldah dijellaskan selbellulmnya yaitul belrulpa

ulndang-ulndang, hasil pelnellitian, ataul pelndapat para ahli. Adapuln bahan hulkulm

selkulndelr telrdiri dari: 1. Julrnal-Julrnal Hulkulm; 2. Bulkul-Bulkul Hulkulm; 3.

Hasil-Hasil Pelnellitian Hulkulm; 4. Pulblikasi Hulkulm; 5. Intelrnelt delngan melnyelbult

nama situlsnya; 6. Rancangan Ulndang-Ulndang; 7. Karya Ilmiah Para Sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

yakni bahan-bahan yang melmbelrikan peltulnjulk dan pelnjellasan telrhadap bahan

hulkulm primelr. Bahan hulkulm telrsielr dalam pelnellitian belrasal dari kamuls,

elnsiklopeldia, dan selbagainya.35 Olelh selbab itul pelnelliti melnggulnakan bulkul,

Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia, bulkul- bulkul elnsiklopeldia, artikell dan lain

selbagainya.

35Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.106.

34Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Meltodel pelngulmpullan bahan hulkulm yang digulnakan dalam pelnellitian ini

adalah delngan cara melngulmpullkan bahan bahan kelpulstakaan yaitul tahapan yang

dilakulkan mellaluli invelntarisasi telrhadap pelratulran yang belrkaitan delngan pelnellitian,

melnyelsulaikan delngan asas-asas hulkulm dan konselp konselp hulkulm yang rellelvan

delngan pelrmasalahan yang selmelntara ditelliti dan mellakulkan pelngelmbangan

belrdasarkan pelnellitian yang dikaji, ataul data skulndelr yang rellelvan delngan juldull dan

pelrmasalahan. Seldangkan pelngelrtian keltelrlibatan delngan pelngamatan telrlibat adalah

keltidak sama delngan belrpelran selrta36, karelna dalam rangka melndapatkan data yang

rellatif akulrat pelnelliti melndalami telrkait felnomelna felnomelna langsulng yang telrjadi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hulkulm selbagai bagian isi pelnellitian disamping pelnyajian data,

melndasarkan analisisnya dari data yang disajikan itul. Data yang tellah disajikan di

analisis mellaluli pelndelkatan kulalitatif ataul kulantitatif.37

Analisis bahan hulkulm yang digulnakan pelnelliti adalah delngan belrangkat dari

telori-telori ataul konselp-konselp yang belrsifat ulmulm. Analisa mellaluli pelnalaran

deldulktif adalah pelnarikan kelsimpullan dari ulmulm kel khulsuls.38 Ulntulk melmahami

dokulmeln, telknik yang digulnakan adalah kajian isi ataul yang selring diselbult delngan

contelnt analysis, yaitul meltodologi pelnellitian yang melmanfaatkan selpelrangkat

proseldulr ulntulk melnarik kelsimpullan yang sahih dari selbulah bulkul ataul dokulmeln. Hasil

analisis diharapkan dapat melmbelri analisis yang celrmat telntang pelnyelbab selngkelta

pajak.

38Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 36.
37Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung : Alfabeta, 2015), hal 156.
36Lexy J, Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya, Bandung 1999, hal 127.



F. Sistematika Penulisan

Agar pelnyulsulnan Skripsi ini lelbih muldah dan melmbelrikan gambaran selcara

melnyellulrulh telntang pokok bahasan ataul meltodel dari skripsi ini, maka pelnullis

melmbelrikan sistelmatika pelnullisan dibagi dalam 5 (lima) bab, selbagai belrikult:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, pelnullis melngulraikan telntang latar bellakang masalah, rulmulsan

masalah, tuljulan dan manfaat pelnellitian, kelrangka telori dan konselptulal,

meltodel pelnellitian dan sistelmatika pelnellitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, pelnullis melngulraikan telntang pelngelrtian pajak, ulnsulr dan

karaktelristik pajak, selrta pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrkaitan

delngan potongan pajak pelnghasilan, yaitul PPh21, ulraian telntang pelmelriksaan

dan telrbitnya SKP dan tata cara pelngajulan kelbelratan dan banding.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini, pelnullis akan melmbahas melngelnai kasuls PPh 21 delngan

melnjellaskan ringkasan pokok pelrmasalahan yang telrjadi dalam pelneltapan

PPh 21 atas Transport Allowancel, Meldical Allowancel dan BPJS Helalth

Company. Pelnjellasan prosels pelngadilan, telrmasulk yang melnjadi amar

kelpultulsan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA

PAJAK PPh PADA PT ALAMKARYA KENCANA MAS

Dalam bab ini , pelnullis melngulraikan analisa pultulsan hakim dan melmbahas

dula rulmulsan masalah yang telrdapat pada bab 1. Analisis rulmulsan masalah



telrselbult yang melnjadi pokok pelrsellisihan dan analisis prosels pelnjellasan

banding pajak, telrultama hal matelri yang melnjadi dasar hulkulm kelpultulsan dan

pelnelrapan pultulsan banding dalam pelmelriksaan pajak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan disampaikan kelsimpullan yang melrulpakan

jawaban-jawaban dari rulmulsan pelrmasalahan dan saran yang diselsulaikan

delngan hasil pelneltilitian dan julga melnyampaikan saran yang ditarik dari

pelmbahasan pokok rulmulsan masalah pada pelnellitian.


